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ABSTRAK

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan
dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dalam
kata lain Tertib Administrasi merupakan kegiatan pelayanan publik
yang harusnya dilakukan pemerintah secara baik. Oleh karena Itu
pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan PERDA Nomor
2 Tahun 2022 tentang tertib administrasi kependudukan.
Permasalahan yang terjadi di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara
adalah masyarakat mengeluh terkait pelayanan dalam proses
administrasi kependudukan yang lama, dan disiplin kerja pegawai
yang kurang baik. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan tata tertib administrasi
kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dan
bagaimana pandangan fikih Siyasah terhadap Peraturan Daerah
(PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Tertib Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini Untuk
mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan tertib
administrasi kependudukan dan menganalisis pandangan fikih siyasah
terhadap peraturan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang tertib
administrasi kependudukan di kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang
berdasarkan pada data yang diperoleh dilapangan yang berlokasi di
Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara. Sumber data yang digunakan
yaitu data primer yang didapatkan langsung dari Perangkat
Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dan data skunder yakni data
yang diperoleh dari arsip Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara
terkait kondisi geografis, Demografis dan data lainnya. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara,
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini
yaitu analisis kualitatif dengan cara menggambarkan keadaan
dilapangan dan fenomena langsung.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa
pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara
sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Tertib
Administrasi Kependudukan berjalan cukup baik karena pemerintah
sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan
daerah dalam mengendalikan permasalahan dalam pelayanan
Pembuatan KTP, KK dan catatan sipil lainnya sehingga pemerintah
mampu meningkatkan upaya tersebut baik dari segi financial



(keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih
kurang diberikan kepada masyarakat. Dalam pandangan fikih siyasah
pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang tertib
Administrasi Kependudukan sudah sesuai dengan Syariat Islam karena
pada dasarnya pemerintah dijadikan untuk pemimpin dan masyarakat
sebagai khalifah sesuai dengan syariat islam.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Fikih Siyasah.
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“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan
menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh
akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia
sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam
ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan
tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur
setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik”.

(Q.S An-Nur [24]:55)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Peneliti hendak menjelaskan terkait judul yang akan peneliti
teliti yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas dan
menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam
mengambil arti dan maksud yang akan digunakan, maka perlu
dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi
mengenai “ Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi
Kependudukan. (Studi di Disdukcapil Lampung Utara ) «
Maka penulis memaparkan definisi yang berkaitan dengan judul
yakni :

Tinjauan Fikih Siyasah adalah suatu pandan gan berdasarkan
syariat yang diadakan oleh Allah swt untuk umatnya yang dibawa
oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan
kepercayaan (agidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan
dengan amaliah (perbuatan) yang di lakukan oleh umat muslim
semuanya." Implementasi merupakan suatu aktivitas yang
dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Implementasi  kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh
pemerintah. Kebijakan tersebut memiliki unsur
tujuan,masalah,tuntutan  dan dampak.? Peraturan Daerah
merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan
tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah
provinsi maupun daerah kabupaten/kota dengan dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun kabupaten.®

! Muhammad Ramadhan, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam

Figh Siyasah, PT
Nasya Expanding Management, 2019, 01.

2 Dhani Ardyansyah, ‘Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik’, Jurnal
MEDTEK, 2.3 (2010), 78-91.

* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ‘Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
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PERDA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan pengaturan
tentang administrasi kependudukan; bahwa untuk memberikan
perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status
hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang
dialami oleh penduduk Kabupaten Lampung Utara perlu
dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan; bahwa
administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis
bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan
pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan
pengelolaan administrasi kependudukan secara terkordinir dan
berkesinambungan.*

B. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah yang tertuang pada Fikih Siyasah
dapat dikenal dengan sebutan Siyasah Tanfidziyah, yang berarti
ilmu dalam hukum islam yang membahas terkait perundang-
undangan suatu Negara.” Dimana membahas secara detail terkait
prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat terkait
dengan kekuasaan. Objek kajian Fikih Siyasah meliputi berbagai
aspek pengaturan terkait hubungan masyarakat dengan Negara,
hubungan dengan sesama masyarakat, hubungan masyarakat
dengan lembaga Negara baik yang bersifat internal maupun
eksternal didalam berbagai bidang kehidupan. Dapat penulis
simpulkan bahwa kajian Siyasah memusatkan perhatian pada
aspek pengaturan. Objek pembahasan ilmu siyasah mengatur
perundang-undangan yang dituntut oleh hal kenegaraan dari
berbagai segi yang disesuaikan dengan norma agama serta bentuk

Pemerintah Daerah’, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65.879
(2019), 2004-6.

* Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara no 2 tahun 2022, ‘Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Utara No 2 Tahun 2022°, 01 (2016), 1-23
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/212046/perda-kab-lampung-utara-no-2-tahun-
2022>.

® Ummahatul Lailatin Nafisah, ‘Pengertian Figh Siyasah Dan Ruang
Lingkupnya’. January 1, 2022, https://www.academia.ed u/76379951.



3

realisasi kemashalatan manusia yang memenuhi kebutuhan
pokoknya.

Implementasi PERDA No 2 Tahun 2022 pada pasal 2
menjelaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk
memperoleh, dokumen kependudukan, pelayanan yang sama
dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan
atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen,
informaasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya. Peristiwa
penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Lampung Utara
perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan
strategis  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,
pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu
dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara
terkordinir dan berkesinambungan itulah PR penting yang akan
dilaksanakan Disdukcapil Lampung Utara terkait tata tertib patuh
administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah hal yang sangat penting
dalam mengupayakan ketertiban hukum yang ada di masyarakat
khususnya di dalam tata tertib administrasi dan di dalam
keperdataan. Banyak kasus yang mengalami kendala tata tertib
administrasi sangat dibutuhkan metode tertib administrasi untuk
menyelesaikan suatu permasalahan. Peristiwa kependudukan ini
sendiri merupakan kejadian yang dialami penduduk yang wajib
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kkartu keluarga, kartu tanda penduduk dan surat
keterangan kependudukan lainnya yang merujuk kepada pindah
datang, perubahan alamat, maupun status tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap.® Indonesia sendiri memiliki masalah administrasi
kependudukan yang mempunyai dampak positif yang sudah
dituangkan pada Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang

® Totoh Wildan Tohari, ‘Kajian Perbandingan Dan Perbedaan Undang-
Undang No . 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan Undang-
Undang No . 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 23 Tahun
2006 Tentang’, 23, 2013 <https://www.academia.edu/1674 6053/Kaji an _2_
Perbandingan_Undang-Undang_tentang_Administrasi_Kependudukan>.



administrasi kependudukan. Peraturan ini menjadi payung hukum
yang  memberikanperlindungan,pengakuan,penentuan  status
pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan
warga Negara Indonesia.

Problematika dalam sistem kependudukan di Indonesia
selalu bermuara kepada identitas yang ada dalam data base
kependudukan yang dikelola oleh pemerintah. Proses database
kependudukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka tertib
administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh setiap warga
negara. Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil
pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat.” Pola yang digunakan dalam sistem administrasi
kependudukan harus menggunakan satu identitas pada setiap
warga negara,dengan adanya satu identitas yang dimiliki oleh
setiap warga negara tentu akan melindungi kepentingan setiap
warga negara tersebut dan akan memberikan kemudahan kepada
setiap warga negara dengan manajemen pendataan yang baik
dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan yang berada pada Fikih
siyasah Tanfidziyah merupakan bagian figh siyasah yang
membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian
ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang
dasar negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam
suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-
undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar
penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya
peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
® Sesuai yang dituangkan pada surat al-Nisa yang berbunyi:

" Ullynta Mona Hutasuhut and others, ‘Problematika Implementasi
Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban
Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah’, As-Siyasi : Journal of Constitutional Law, 2.2
(2022), 133-48 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

8 Yusdani, Figh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran, 45.
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“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar bweriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.”(Q.S. al-Nisa[4]:59).
Penelitian kajian fikih siyasah yang digunakan adalah
Tanfidziyah. dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul
al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja
melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk
kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan
praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk
badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur
ketentuan perundang undangaaan seperti Diwan al-Khar3j
(Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap
wilayah, sekretaris, Pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer),
sahib al-bait al mal (pejabat keuangan), dan sebagainya yang
telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin
Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami
penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang
hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara,
al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain
sebagai Khalifah.

Masalah di Indonesia terkait hak warga negara pada
pelayanan sistem administrasi kependudukan belum sesuai
dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2022, salah satunya di
Kabupaten Lampung Utara. Hasil pengamatan yang dialami
masyarakat dan pengalaman pribadi terkait pembuatan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat lainnya
mengalami kendala seperti pelayanan yang kurang baik serta



tidak sesuainya dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten
Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang tertib administrasi
kependudukan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis
memutuskan melakukan penelitian di Disdukcapil Lampung
Utara. Guna melakukan penelitian lebih lanjut terkait
implementasi pengaturan administrasi kependudukan serta
mekanisme yang berlangsung di lapangan.

. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada pandangan islam dan kebijakan tata
tertib administrasi kependudukan yang ada pada PERDA No 2
Tahun 2022 Di kabupaten lampung utara. Pengkajian masalah
lebih ditekankan pada tinjauan Fikih siyasah terhadap
implementasi kebijakan daerah yang mengatur mengenai tata
tertib administrasi kependudukan daerah. Selain itu fokus
penelitian yang diambil peneliti terkait pelaksanaan PERDA di
Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara. Penelitian tersebut akan
dilakukan pada bulan Februari-Maret 2023.

. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yakni
sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tata tertib administrasi
kependudukan pada Disdukcapil Lampung Utara Tahun
2022.

2. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap peraturan
daerah No 2 Tahun 2022 tentang tertib administrasi
kependudukan di Kabupaten Lampung Utara.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji sejauh
mana faktor-faktor Islam dapat mempengaruhi suatu kebijakan
yang ada di suatu daerah. Secara khusus tujuan penelitian ini
adalah :
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1. Mengobservasi mekanisme pelaksanaan kebijakan tata
tertib administrasi kependudukan pada Disdukcapil
Lampung Utara Tahun 2022.

2. Menganalisis pandangan Fikih siyasah terhadap
peraturan daerah No 2 Tahun 2022 tentang tertib
administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung
Utara.

Manfaat Penelitian

1.

Penulis ingin melihat sejauh apa faktor agama berperan
penting dalam mempengaruhi kebijakan yang ada di
Indonesia termasuk kebijakan-kebijakan yang berada
didaerah. Dalam studi kasus yang penulis teliti, penulis
berharap dapat menemukan perubahan-perubahan yang
signifikan didalam tata tertib administrasi kependudukan
yang ada di daerah maupun provinsi.

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pemahaman
teoritis maupun kontekstual megenai Fikih siyasah dan
kebijakan daerah yang mengatur terkait administrasi
kependudukan di Indonesia.

Kajian Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya kajian penelitian terdahulu merupakan inti dari

teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk
menganalisis dan membandingkan dengan penelitian selanjutnya
yang berkaitan dengan sub tema yang sama yang akan diteliti.
Adapun beberapa penelitian terdahhulu yang releven dalam
penelitian ini adalah :

1.

Skripsi  berjudul “Analisis Fikih Siyasah Terhadap
Efektivitas Pelayanan E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat “ Karya Muhammad
Redo Albert Aryanto Tahun 2022. Research Gap pada
penelitian ini terdapat pada Bagaimana ke Efektivitasan
pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Pesisir Barat? Kedua, Bagaiamana Tinjauan



Fikih siyasah terhadap Efektivitas pelayanan e-KTP pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir
Barat ? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
Research), yang mana data diperoleh melalui wawancara
secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian
mengenai analisa Efektivitas pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat
dengan menggunakan Metode yang digunakan penelitian ini
merupakan metode kualitatif. Kesimpulan Dari hasil
penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat dalam memberikan
pelayanan berupa pembuatan e-KTP sudah berupaya
semaksimal mungkin, namun mengenai sarana prasarana
memang kurang memadai. Seperti halnya kursi dan gedung
yang belum direnovasi. Berkaitan dengan tinjauan Fikih
Siyasah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Barat sudah baik karena telah
menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU. No. 25 Tahun
2009 serta menjawab isu-isu yang ada di masyarakat dengan
Inovasinya yaitu membuat surat keterangan (suket) jikalau
blangko habis dan mengadakan program jemput bola
terhadap Instansi-instansi  seperti  sekolah-sekolah dan
pondok pesantren.’

2. Jurnal Tlmiah berjudul “Implementasi Nilai Nilai Fikih
Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah “ Karya
Wahyu Abdul Jahar, Pada Jurnal Al-Imarah Vol 4, No 1
Tahun 2019. Research Gap pada penelitian ini terdapat pada
implementasi hukum Fikih siyasah pada peraturan syariat.
Kajian ini sangat penting karena Perda Syari'ah yang dibuat
tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam
Fikih siyasah akan mengering dan kehilangan semangat
keislamannya. Bahkan hukum yang lahir justru dapat
menciptakan ketidakadilan dan kesejahteraan jika nantinya

® M. Redo Albert Aryanto, ‘Analisis Figh Siyasah Terhadap Efektivitas
Pelayanan E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir
Barat Skripsi’, 01 (2016), 1-23..
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diterapkan di masyarakat. Setelah peneliti melakukan kajian
secara mendalam ditemukan kesimpulan bahwa hukum
syariat yang telah menerapkan nilai siyasah diantaranya
adalah Perda Syari‘ah yang berorientasi dan taat pada syariat
Islam, Perda Syari'ah yang berorientasi pada kemaslahatan
nilai keadilan dan persamaan hak, Perda syariat yang
menghindari unsur aniaya dan martabat, dan Perda syariat
yang berlandaskan asas musyawarah.™

3. Jurnal Ilmiah berjudul “Implementasi Kebijakan Pendataan
Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi
Kependudukan Di Kota Surakarta” Karya Nadia Ayu
Dewantari dan Itok Dwi Kurniawan Pada Jurnal Inovasi
Penelitian Vo. 2 No. 5 Tahun 2021. Gap pada penelitian ini
terdapat pada Pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta
setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, begitu pula
dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang seiring
dengan tumbuhnya pembangunan yang ada. Pemerintah
telah membuat suatu kebijakan tentang bagaimana
menetralisir keberadaan penduduk pendatang dengan
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk
Nonpermanen. Kota Surakarta melalui Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pendataan
penduduk nonpermanen. Penelitian ini mendeskripsikan dan
mengkaji permasalahan mengenai implementasi kebijakan
pendataan penduduk nonpermanen dan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk
nonpermanen di Kota Surakarta.™

4. Jurnal Karya Illmiah berjudul “Implementasi Kebijakan

Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung “Karya
Endah Crstianingsih  Pada Jurnal llmiah  Magister

0 Wahyu Abdul Jafar, ‘Implementasi Nilai Nilai Figh Siyasah Dalam
Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah’, Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik
Islam, 4.1 (2019), 83-96. https://scholar.go ogle.com/school ar?h |= i&as.

" Nadia Ayu Dewantari and Itok Dwi Kurniawan, ‘Implementasi Kebijakan
Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi
Kependudukan Di Kota Surakarta’, Jurnal Inovasi Penelitian, 2.5 (2021), 1413-32.


https://scholar.go/
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Administrasi Vol. 12 No 2 Tahun 2022. Penelitian ini
berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan
administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. Secara
operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa
dimensi dan indikator. Variabel implementasi kebijakan
administrasi kependudukan dielaborasi menjadi 3 (tiga)
dimensi, yaitu : organisasi, interprestasi dan penerapan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.
Sementara itu analisis tabulasi meupakan teknik yang
digunakan dalam analisis data. Prosedur pengumpulan data
dilakukan dengan cara angket, observasi dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi
kebijakan administrasi kependudukan masuk ke dalam
kategori cukup baik. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa
implementasi  kebijakan administrasi kependudukan di
Kabupaten Bandung belum optimal. Artinya konsep
organisasi, interpretasi dan penerapan belum dipahami
sepenuhnya oleh para pegawai. Adapun saran yang dapat
penulis sampaikan antara lain, memberikan sosialisasi,
pelatihan, pemahaman tentang implementasi kebijakan
administrasi kependudukan.?

Berdasarkan uraian diatas perbedaan antara penelitian
terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu
membahas implementasi administrasi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada
tinjauan Fikih Siyasah pada PERDA Kabupaten Lampung Utara
No. 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif yang bersifat induktif, dimana penelitian dilakukan
berdasarkan atas data yang yang diperoleh. Penggunaan metode
penelitian secara kualitatif ditunjukan untuk menggambarkan dan

2 Endah Cristianingsih, ‘Implementasi Kebijakan Administrasi

Kependudukan Di Kabupaten Bandung’, Jurnal limiah Magister llmu Administrasi,
12.2 (2020). https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/ji mia/article/ view/329.


https://jurnal.unn/
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menganalisis suatu fenomena ataupun peristiwa, aktivitas sosial,
sikap, kepercayaan, persepsi atau pemikiran seseorang baik itu
secara individu maupun kelompok. Berikut adalah sistematis
yang digunakan dalam penerapan metode penelitian adalah
sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
lapangan (field research) yang merupakan suatu
penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan
menggunakan data yang ada di lapangan.®® Pengumpulan
data dalam penelitian ini berasal dari lokasi penelitian,
dengan melakukan pengamatan secara langsung
bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung
Utara No 2 Tahun 2022 terkait tata tertib administrasi
kependudukan yang ada di Disdukcapil Kabupaten
Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian
yang dilakukan bertujuan

untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis
mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang
diamati di daerah penelitan."* Hal tersebut menunjukan
bahwasanya penelitan ini dilakukan dengan cara
menggambarkan dan menganalisis data dan informasi yang
diperolen guna mengetahui pelaksanaan mekanisme
kebijakan PERDA No 2 Tahun 2022 Tentang tata tertib
administrasi kependudukan.

¥ sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, Metodelogi Penelitian
(Yogyakarta: Iterasi: Media Publising, 2015),45.

1 Albi Anggito Setiawan Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif (jawa
barat: cv jejak, 2018), 124.
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2. Populasi dan Sampel

a.

Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek
pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang
akan diamati/diteliti."® Dalam penelitian ini yang akan
menjadi populasi adalah pegawai Disdukcapil Lampung
Utara yang berjumlah 19 orang diantaranya pegawai
bagian pelayanan administrasi publik.

Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang
dijadikan subyek penelitian sebagai "wakil" dari para
anggota populasi.’® Teknik pengambilan Sampel dalam
penelitian ini yang digunakan adalah purposive sampling
Dimana sampling yang digunakan mempunyai
pertimbangan-pertimbangan  tertentu  di  dalam
pengambilan samplenya atau penentuan sampel untuk
tujuan tertentu. Sampel/objek yang menjadi sumber data
yaitu ada 4 subjek diantaranya koordinator administrator
database kependudukan ahli muda yaitu bapak Bambang
Irawan S.Sos., M.M., Sub bagian pengelolaan informasi
administrasi kependudukan yaitu Ibu Henny Yuliarsih,
SE., M.M., Bagian bidang pelayanan pendaftaran
penduduk yaitu Bapak Ferry Wijaya, S.Si., MH., dan
Bidang Pelayanan dan catatan sipil yaitu lbu Diah
Novilia, S.Sos., MM.

3. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini yang terdiri dari data primer dan data sekunder,
yang dapa dilihat sebagai berikut:

15 Supardi, ‘Populasi Dan Sampel Penelitian’, Unisia, 13.17 (1993), 100—
108 <https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art13>.
18 |bid, 13..
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a. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung
dari  responden penelitian  menggunakan  daftar
pertanyaan.

b. Data sekunder atau data pendukung merupakan jenis
data yang diperoleh dari studi literatur seperti buku,
jurnal serta data dan informasi dari instansi-instansi
terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud
tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, vyaitu
pewawancara Yyang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan
tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara yang
digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin yang
merupakan jenis wawancara dengan membawa kerangka
pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan yang
berkaitan dengan penelitian. Penggunaan metode
wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk
memperolen data dan informasi secara langsung,
sehingga kebenarannya tidak dapat diragukan lagi dan
wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini langsung
dilaksanakan dengan pemilik usaha warung internet yang
berada di daerah penelitian.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan suatu teknik
yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian
atau pengamatan secara langsung, serta pencatatan secara
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sistematis.'” Observasi dilakukan pada usaha warung
internet yang menjadi sampel dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data
tentang hal-hal atau variabel tentang suatu masalah
dengan menelusuri dan mempelajari dokumen catatan,
transkip dan buku-buku, berkas, surat kabar dan
melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari
berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.*®

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah menimbang, menyaring,
mengatur, dan mengklasipasi. Menimbang dan menyaring
data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang
relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur
dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun
menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengelolaan data
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (editing) pengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau
relevan dengan masalah.

b. Penandaan data (coding,) yaitu memberikan catatan atau
tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak
cipta, atau urutan rumusan masalah.

c. Sistematisasi data (sistematizing),yaitu menempatkan
data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan
urutan masalah.™

1 Nikolaus Duli, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep
Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS (Yogyakarta:
Deepublish, 2019),127.

18 |smail Nurdin and Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya:
Media Sahabat Cendekia, 2019), 76.

19 Muhammad Darwin and others, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif
(Media Sains Indonesia, 2021), 56.
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6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi
dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-
data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan
data di atas. Dari semua data yang terkumpul kemudian di
analisis dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini
bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena
dari aparatur Dinas Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara
untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai
teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan
dalam penelitian ini.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan  merupakan urutan dalam
penulisasn penelitian, dalam Penelitian ini disusun secara
sistematis dan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab satu, pada bab satu ini berisi pendahuluan yang memuat
tentang penegassan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan,
serta metode penelitian. Bab dua yang berisi tentang kajian-kajian
teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat di
penelitian menggunakan teori Fikih siyasah dan secara kusus
menggunakan teori  kebijakan  terkait tertib administrasi
kependudukan.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang membahas
tentang gambaran umum objek penelitian serta penyajian sesuai
fakta yang berdasarkan di dilapangan yaitu data yang diambil
melalui observasi langsung di Disdukcapil Kabupaten Lampung
utara mulai dari data pegawai baik sub bagian administrasi
kependudukan, pencatatan sipil maupun pegawai bidang
pembuatan KTP dan data pendukung lainnya.

Bab empat memuat tentang analisis dan interpretasi data

berupa temuan penelitian tentang Implementasi Peraturan
Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun
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2022 tentang tertib administrasi kependudukan. Kemudian
ditinjau berdasarkan pandangan Islam secara fikih siyasah terkait
administrasi kependudukan. Bab lima sebagai penutup membahas
tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan
dibahas terkait PERDA nomor 2 Tahun 2022 dan rekomendasi
sebagai saran yang diperlukan untuk kedepan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap

pemasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara
sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang
Administrasi Kependudukan berjalan cukup baik karena
pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai
dengan  peraturan  daerah  dalam  mengendalikan
permasalahan pada penghambat pelayanan tersebut sehingga
pemerintah mampu menghambat upaya tersebut baik dari
segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun
sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.

Pandangan fikih siyasah dalam pandangan siyasah
Tanfidziyah terkait pelaksanaan Administrasi
Kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten lampung Utara terlaksana dengan
cukup baik. Pada dasarnya pemerintah dijadikan untuk
pemimpin dan masyarakat sebagai khalifah sesuai dengan
syariat islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain
bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus
memikul tanggung jawab sesama.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah

Kabupaten Lampung Utara dalam peningkatan Pelayanan
Administrasi Kependudukan dapat dikemukakan saran sebagai
berikut:

1.

Kepada Pemerintah daerah khususnya kepada pemerintah
Kabupaten Lampung Utara untuk lebih meningkatkan
pelayanan serta memperhatikan dan mengimplementasikan

63
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Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Asministrasi
Kependudukan.

Kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk lebih
Memahami dan mengetahui struktur dalam pembuatan terkait
Administrasi kependudukan.
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